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FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 118/DSN-MUV/1I/2018

Tentang

PEDOMAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK SYARIAH
C.;?/-j.“ ef?‘jﬂ‘ iUJ‘ c.f.«i

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan undang-undang
berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam
memelihara stabilitas sistem perbankan;

b. bahwa simpanan nasabah bank yang dijamin oleh Lembaga
Penjamin Simpanan meliputi simpanan nasabah bank yang dikelola
secara konvensional dan secara prinsip syariah;

c. bahwa penjaminan simpanan nasabah bank yang menggunakan
prinsip syariah perlu diselenggarakan sesuai dengan ketentuan
(dhawabith) dan batasan (hudud) prinsip syariah;

d. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman
Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah;

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. an-Nisa’ (4): 29:

2 58 6% N gedy oL 1Sigh gl ¥ st sl @

&3 up‘ﬁ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di
antara kamu.”

b. Q.S. An-Nisa (4): 59:
Ko 1 U Jae i a1l 5T 30 gl
“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan tatatilah
Rasul (Muhammad) dan ulil amri di antara kalian”
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c. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:

¢
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“Hai orang orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

Allah  menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.”

d. Q.S.Yusuf (12): 72:
25 4 615 i e o 2ls 3y ol i 3555 1506
“(Penyeru-penyeru) itu berseru. ‘Kami kehilangan piala Raja;
dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan

memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku
menjamin terhadapnya.’

e. Q.S. al-Ma’idah (5): 2:
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“..Dan  tolong-menolonglah  kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

f. Q.S. al-Qashash (28): 26:
Y‘ ng.n.“ Lwo\ U.A J..a- Q\ (.oJ;-L...J g_,.v\\.; uﬁ\v\:-\ Jb

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang paling baik yang engkau pekerjakan (pada
kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

g. Q.S. al-Bagarah (2): 282:

L ARG Zas &\ 4 Ay I 13 15T sl i

“Hai orang orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak
secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis... .

h. Q.S. al-Baqarah (2): 280:
S3ales 12 by oK o 5808 Ofy wipess J) B 523 3 OS5
“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui.”
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2. Hadis Nabi saw.;

a. Hadis Nabi saw. riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-
Muzani, Nabi saw. bersabda:

Salealiy Ups st 5f Wis g wlls Y] Gadedd G B Al
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

b. Hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang
lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi saw. bersabda:

2 572y
“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak
boleh membalas bahaya dengan bahaya.”

c. Hadis Nabi saw. Riwayat Al-Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah
dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda:

st 36 ety 23 U1 Y1 85 Sal L By jasdi Ll s B

REVR Rty
“wajib atas seorang Muslim untuk mendengarkan dan taat
(kepada ulil amri) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci,
kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh

untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan
tidak boleh taat.”

d. Hadis Nabi saw. riwayat Al-Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:
b e 0108 e Lt g o g s o Lo 50
S35 e ol 13 (st e of F e b oY o6 g8
el J325 G 455 gl 185 #f Ja c;iﬁua P 514» :J6 (53 113G

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang
laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia
mempunyai hutang? ‘Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau
menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain,
Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai hutang?’
Mereka menjawab, ‘Ya'. Rasulullah berkata, ‘Shalatkanlah
temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya-red).
Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’.
Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.”
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e. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari
Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin
Abbas, Nabi saw. bersabda:

el
‘Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung
utang).”’
f. Hadis Nabi saw. riwayat al-Baihaqi dan Ibn Majah dari Abu
Hurairah, Nabi saw. bersabda:
st el st sl 5
“..Barang siapa mempekerjakan pekerja,  beritahukanlah
upahnya.”
g. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah
s.a.w. bersabda:

R b A A G O o e B el 5P e B
el 03 3 A B U d og i g s S o
“Siapa saja orang yang melepaskan seorang muslim dari
kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya
di hari kiamat; Siapa saja orang yang memudahkan urusan orang
lain, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan akhirat,
siapa saja orang yang menutup aib orang muslim, maka Allah
akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”
h. Hadis Nabi saw. saw.riwayat Jama’ah, (Al-Bukhari, Muslim, Al-
Tirmizi, Al-Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan
Ad-Darami dari Abu Hurairah), Nabi saw. bersabda:

“ ..Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman...”

i. Hadis Nabi saw. riwayat Al-Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan
Ahmad dari Syuraid bin Suwaid, Nabi saw. bersabda:

21, s,

3 A O s

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi
kepadanya.”

j. Hadis Nabi saw. riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah:
2 2 adre O

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling
baik dalam pembayaran utangnya. ™
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k. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan At-Tirmidzi:

w
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“Dari Aisyah r.a, bahwa seorang laki-laki membeli seorang
hamba dan sudah memanfaatkannya. Kemudian pembeli tersebut
mendapati kecaatan padanya, maka ia mengembalikannya.
Kemuadian ia mengadu kepada Rasulullah s.aw: ‘Wahai
Rasulullah saw.: ia sudah memanfaatkan budakku. Rasulullah
menjawab: manfaat (didapatkan oleh seseorang) disebabkan ia
menanggung resiko.”

i

3. Kaidah Fikih:

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

asliaddl, il ) o il S

“Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus
mengacu kepada kemaslahatan.”

3l s Jr’ A5 as
“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”
LR HE Y

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat
mungkin."

s i
JiR el

’
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“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.’

e s e p38 tdi 453
“Mencegah mafsadah ﬂcerusaka;a) harus didahulukan dari
mengambil kemaslahatan.”

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan
sesuatu yang berlaku  berdasarkan syara’  (selama tidak
bertentangan dengan syariat.)”

2 oA b
A A(

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

£ 2,40 2
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“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang
berpiutang, muqridh) adalah riba.
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o 55 5% 7 0 o b Lyt i
“Siapa saja yang membebankan sesuatu kepada dirinya secara
sukarela tanpa paksaan, maka sesuatu itu menjadi kewajibannya.”

:‘u) Lgsas a3l o
“Siapa yang berkomitmen melaksanakan suatu kebaikan, maka ia
wajib menunaikannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat Imam al-Dimyathi dalam kitab I’anah al-Thalibin, jilid 111,
hal. 77-78:

“’Ldu\jiuw\w(.mwﬁ.&uu)&.e Ysul:ﬁ\:ﬁ\.:'ﬁ
M\’” Q\u,au

“(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu [hak]
yvang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad qardh) yang
akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang
sebanyak seratus dan aku menjaminnya.’ Penjaminan tersebut tidak
sah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul).

Dalam pasal tentang qardh, pen-syarah telah menuturkan masalah
ini --penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi --
dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam
pasal tersebut adalah sebagai berikut. ‘Seandainya seseorang
berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan aku
menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan
utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya,
maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin
menurut pendapat yang paling kuat (awjah).” Dengan demikian,
pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang
menyatakan dhaman (terhadap suatu hak yang akan muncul
[terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri
dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa yang
paling kuat (awjah) adalah (sah sebagai) dhaman.”

2. Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtayj, jilid 111, hal. 202:
= (@5 B B (ol o LRk
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“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak
vang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah
menjamin piutang yang belum terjadi ... (Qaul gadim --Imam al-
Syafi’i-- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan
terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang
akan diutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang--
terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

. Pendapat Imam Ahmad:
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“Dari Ahmad, ia (Ahmad) ditanya tentang syarat menjamin sesuatu
vang tidak wajib  menjaminnya, apakah  syarat  tersebut
menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib dijamin?  Ahmad
menjawab, ‘Umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka
buat.” Jawaban ini menunjukkan bahwa tidak wajib menjamin
karena ada syarat yang tidak mewajibkannya, dan wajib menjamin
karena ada syarat yang mewajibkannya; karena Rasulullah Saw
bersabda: ‘umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka
buat.’ (Ibn Qudamah, al-Mughni [8/115]).

4. Pendapat Abu Yusuf:
Ju pai olath O ) oedt g 85 Gty 3 ol
B g g G2 Amd ks Js R

“Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa
pengelola  (mudharib)  bertanggung jawab terhadap modal
mudharabah apabila mudharabah tersebut fasid (rusak), meskipun
ia tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas atau
melakukan kelalaian atas modal. ”"(Ahmad Hafizh Musa Musa, al-
Dhaman fi "Uqud al-Amanat fi al-Figh al-Islami wa Tathbigathuhu
al-Mu ashirah [ Yordania: Universitas Yordania. 2005; hal. 145; Ibn
Abidin, Hasyiyah Ibn Abidin (8/316), dan al-Kasani, Bada'i al-
Shana’i (6/108).

5. Pendapat Asy-Syaukani tentang alasan kebolehan menjamin modal
atas inisiatif sendiri:

L’\J&r@ycw\ya.p;)‘bﬁj\ L;_Y‘:)}/,}yj
.'}\'-:f-h J‘};\ J% Z-.:; LL\/.;.S‘ J/M Ls':b\};jg o g ..y} EJ_/”J

“Mereka (mudharib dan pemegang amanah yang lain) tidak boleh
diminta bertanggung jawab untuk menanggung risiko kecuali (risiko
itu terjadi) akibat pelanggaran atau kelalaian; (namun) jika mereka
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menanggung  risiko (atas kemauan  sendiri), ~mereka wajib
menanggung risiko, hal itu karena mereka dengan suka rela telah
memilih pilihan (menanggung risiko) tersebut. Dan kerelaan (untuk
menanggung  risiko) menjadi  sebab  menghalalkan  harta
hamba. (As-Sail al-Jarrar al -Mutadaffiq ‘ala Hada'iq al-Azhar,
Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1405 H, 3/217)

6. Ibnu Taimiyah menjelaskan:
338 biRd L J..n 3.@_9 ("”L@J\ &) 6\) JLJ\ J\J J‘"’ 33 L@w\ HH
@bLdis 2510 3 g lad sy 25Vl s

“Adapun  mensyaratkan — kembalinya ~ modal  (dalam  akad
mudharabah), maka hal itu sama dengan mensyaratkan kembalinya
pohon dan tanah (kepada pemiliknya dalam akad muzara’ah dan
musagah) ”(Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah, 30/105)

7. Pendapat Nazih Hammad:
Gt a3 2edly (B O o B b
oy Gl oVls @) BRI mlad) Ju ol ol

L ece . @ iR st P, ve.hBiZs 98 e SR
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“Sudah jelas bagiku --setelah memaparkan perbedaan pendapat
ulama berikut dalil-dalil yang digunakannya tentang hukum
mensyaratkan pengelola (mudharib) agar menjamin pengembalian
pokok modal mudharabah dalam seluruh kondisi, baik karena rusak,
berkurang, rugi atau karena hal lain, kemudian mengujinya secara
objektif berdasarkan kejujuran ilmiah, jauh dari sikap fanatik
madzhab atau mengikuti hawa nafsu-- bahwa pendapat yang kuat
adalah pendapat yang menyatakan sahnya syarat agar pengelola
(mudharib) menjamin modal; hal itu karena memperhatikan
banyaknya bantahan yang ditujukan kepada dalil-dalil  yang
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disampaikan oleh ulama yang melarangnya/menolaknya; kuatnya
argumen dan alasan  yang  disampaikan  ulama  yang
membolehkannya, dan argumen-argumen tersebut terbebas dari
kritikan-kritikan yang dapat diterima. Atas dasar demikian, bagi
kami telah terbukti tidak terdapat dalil syar’i yang melarang adanya
syarat penjaminan modal; pendapat yang membolehkannya ini tidak
melanggar ketentuan syariah (dalam mudharabah) yang disepakati,
Jjuga tidak menjerumuskan ke dalam perbuatan yang dilarang seperti
riba, judi, atau jual-beli gharar, serta tidak mendatangkan kesulitan
yvang nyata (mafsadah rajihah). Tidak diragukan bahwa (pendapat
yang membolehkan syarat menjamin modal) ini merupakan
pendapat yang lebih baik dan lebih utama dari pada pendapat
yang bersifat ketat (tasyaddud) melarangnya, kemudian mencari-
cari celah untuk (membolehkan) pengelola agar menjamin modal
dengan berbagai cara hilah ... Allah Maha Mengetahui.”

8. Standar Syariah AAOIFI:
Ja;uﬁébd@acwwcdyﬂ\ u}l;ﬁw.sbd\.ﬁfc@

ANTCURNETE AR IO v e e B
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Penjaminan sah atas hutang yang belum diketahui secara definitif
Jjumlahnya, sebagaimana sahnya jaminan atas hutang yang akan
terjadi di masa yang akan datang. Dalam hal yang demikian,
diperbolehkan bagi penjamin untuk menarik penjaminannya sebelum
terjadi secara nyata hutang tersebut di masa yang akan datang,
yaitu dengan cara memberitahukan kepada pihak penerima jaminan
(makful lah). Jaminan yang seperti ini dikenal dengan Jaminan
pasar (bisnis) atau jaminan atas perjanjian/kontrak (guarantee of
contractual obligation). Seperti: jaminan pengembalian harga
kepada pembeli jika telah tampak jelas bahwa barang yang menjadi
obyek jual beli adalah milik orang lain, bukan milik penjual.
Jaminan seperti ini dikenal dengan istilah “jaminan atas kesalahan
penyerahan  oleh  penyedia  barang”  (dhaman  al-dark/
dealer/business misrepresentation guarantee). (Al-Ma’ayir asy-
Syar’iyyah, AAOIFI, Standar no. 5 tentang al-Dhamanat, Manama
Bahrain, 2015, Pasal 3/2 hal. 132).

st g2 g iy g 5 oplatd B el b X
Ao Ghag o0 Vs G 5 038 el o8 b A 15
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Diperbolehkan adanya komitmen (jaminan) secara sukarela pihak
ketiga selain mudharib, wakil (penerima kuasa) dalam akad wakalah
bil istitsmar, atau salah satu mitra dalam akad musyarakah untuk
mengganti kerugian, (dengan syarat) tanpa adanya ikatan antara
pemberian  komitmen  tersebut dengan akad  pembiayaan
mudharabah atau akad wakalah bil istitsmar.(Al-Ma’ayir asy-
Syar’iyyah, AAOIFI, Standar no. 5 tentang al/-Dhamanat, Manama
Bahrain, 2015, Pasal 6/7hal. 136).

9. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa-fatwa DSN-MUI:

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2009

b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan
Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

d. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Tabungan

e. Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

f. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

g. Fatwa DSN-MUI Nomor 74/DSN-MUI/III/2009  tentang
Penjaminan syariah

h. Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang
Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah,
Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar

10. Surat Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Nomor: S-4/
HKPK/2017 Tanggal 6 Maret 2017

11. Hasil Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga
Penjaminan Simpanan (LPS) dengan Tim DSN-MUI tentang
Pedoman Penjaminan Simpanan Bank Syariah pada tanggal 30
Maret- 1 April 2017 di Tangerang Selatan;

12. Hasil Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga
Penjaminan Simpanan (LPS) denganTim DSN-MUI tentang Draf
Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Bank
Syariah pada tanggal 13-14 April 2017 di Bogor Jawa Barat; dan

13. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 22
Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 H.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PENJAMINAN SIMPANAN
NASABAH BANK SYARIAH
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Pertama ¢ Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS,
adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang
yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut
aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannya.

2. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut
Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas
simpanan nasabah bank.

3. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah, yang selanjutnya
disebut Penjaminan Simpanan Syariah, adalah penjaminan yang
dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah bank syariah.

4. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
Penjaminan Simpanan Syariah berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia.

6. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada
Bank Syariah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

7. Prinsip Kafalah adalah prinsip penjaminan yang diberikan oleh
LPS (kafil) kepada nasabah penyimpan (makful lahu) untuk
memenuhi kewajiban Bank Syariah (makful ‘anhu/ashil) kepada
nasabah penyimpan.

8. Wadiah adalah Simpanan nasabah dalam bentuk titipan yang
boleh digunakan bank syariah dan harus dikembalikan setiap saat
bila nasabah yang bersangkutan menghendaki.

9. Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik
modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dengan
pengelola (‘amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara
mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

10. Mudharabah Madhmunah adalah simpanan berdasarkan akad
mudharabah yang diterapkan di perbankan syariah (mudharabah
mashrafiyyah) yang dijamin oleh LPS.

11. Qardh adalah dana talangan yang diberikan untuk menutup
kekurangan dana penjaminan syariah yang akan diganti dengan
premi penjaminan simpanan syariah yang diterima di masa yang
akan datang.

/
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12. Kontribusi adalah sejumlah uang yang diterima oleh LPS sebagai
dana kepesertaan (rasm al-isytirak) bank syariah dalam program
penjaminan simpanan.

13. Premi adalah sejumlah uang yang diterima oleh LPS berdasarkan
undang-undang sebagai rasm al-idariyah atas program
penjaminan simpanan.

Kedua : Ketentuan Hukum
Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Syariah wajib mengikuti ketentuan
yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Penjaminan Simpanan Syariah oleh LPS
1. Penjaminan Simpanan Syariah oleh LPS dilaksanakan berdasarkan
prinsip kafalah.
2. Unsur-unsur dalam Penjaminan

a. LPS sebagai pihak penjamin (kafil);

b. Bank Syariah sebagai pihak penerima simpanan nasabah
(makful ‘anhu) yang wajib membayar kontribusi/premi kepada
LPS;

¢. Nasabah penyimpan dana di bank syariah sebagai pihak terjamin
(makful lahu )

d. Simpanan nasabah di bank syariah sebagai objek jaminan
(makful ‘alaih/Bihi).

3. Hak dan kewajiban Para Pihak

a. Bank Syariah wajib membayar kontribusi dan premi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. LPS wajib membayar klaim simpanan nasabah sesuai dengan
objek penjaminan simpanan syariah.

c. LPS atas pertimbangan kemaslahatan boleh tidak membayarkan
klaim Penjaminan Simpanan Syariah apabila simpanan nasabah
memenuhi kriteria tidak layak dibayar.

Keempat : Ketentuan terkait Premi dan Obyek Jaminan (Makful bih)

1. Premi wajib dibayarkan bank syariah sebagai rasm al-isytirak yang
dibayarkan pada periode tertentu sesuai peraturan perundang-
undangan.

2. Besaran premi yang wajib dibayar Bank Syariah ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. LPS dapat mempertimbangkan tingkat risiko dalam menetapkan
besaran premi setiap bank syariah.

4. Simpanan nasabah bank syariah yang dapat dijamin LPS meliputi:
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a. Simpanan berupa giro, tabungan, deposito, dan sertifikat
deposito syariah sebagaimana fatwa DSN-MUL

b. Simpanan bank syariah lainnya yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Kelima : Ketentuan terkait Ruang Lingkup Penjaminan

1. Simpanan yang dijamin LPS pada Bank Syariah ditentukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penjaminan Simpanan Syariah hanya boleh dilakukan pada:

a. Modal (ra’s al-mal) mudharabah madhmunah dan bagi hasil
yang telah menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkan
sampai dengan dicabut izin usaha; dan

b. Pokok wadiah (mablagh al-wadi’ah) dan bonus yang telah

ditetapkan bank menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkan
sampai dengan dicabut izin usaha.

Keenam :  Ketentuan Khusus Penjaminan Syariah
1. Kontribusi dan premi yang berasal dari Bank Syariah wajib
dikelola berdasarkan prinsip syariah.

2. Pencatatan dan pengelolaan premi dari Bank Syariah wajib
dipisahkan dengan bank konvensional.

3. Kontribusi dan premi dari bank umum konvensional yang memiliki
Unit Usaha Syariah (UUS) dihitung secara proporsional untuk
dipisahkan rekening penyimpanannya.

4. Kegiatan investasi atas kekayaan LPS yang bersumber dari
kontribusi dan premi Bank Syariah wajib ditempatkan pada
instrumen keuangan syariah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal nasabah memiliki dana simpanan di UUS dan bank
induknya (Bank Umum Konvensional) lebih besar dari batas
maksimal penjaminan simpanan, LPS membayar klaim penjaminan
secara proporsional.

|94

6. Pembayaran klaim penjaminan syariah wajib dilakukan melalui
Bank Syariah, kecuali untuk daerah yang belum terjangkau oleh
layanan operasional Bank Syariah.

7. Dalam hal nasabah penyimpan pada saat bersamaan mempunyai
kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan
dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpan kepada bank
terlebih dahulu diperhitungkan.

8. Pada saat izin usaha bank dicabut, simpanan dalam mata uang
asing dapat dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah sesuai kurs
tengah Bank Indonesia.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia /dr"



118 Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah 14

9. Dalam hal terdapat kekurangan dana penjaminan syariah, LPS
wajib menutup kekurangan tersebut untuk sementara waktu dengan
menggunakan dana dari sumber lainnya, baik berupa talangan
(Qardh) yang akan diganti dengan premi penjaminan simpanan
yang diterima di masa yang akan datang, maupun berbentuk hibah.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan program penjaminan simpanan syariah wajib dicatat
dan dilaporkan kepada publik secara periodik.

2. Penyelesaian sengketa terkait program penjaminan simpanan
syariah dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila
musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan
syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Jumadil Akhir1438 H
22 Februari 2018 M

ekretaris,

| ABBAS, MM, M.AG
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